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PUTUSAN
Nomor 0307/Pdt.G/2019/PA.Tgm
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxx binti xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Batu Raja Pekon
Betung Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten
Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan

Xxxxxx bin xxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Petani, tempat tinggal Batu Raja Pekon Betung
Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 10 Mei 2019 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor
0307/Pdt.G/2019/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 1992 Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan secara sah menurut Agama Islam dan kemudian
dicatat oleh di Kantor Urusan Agama Kotaagung Kecamatan Kotaagung Kabupaten
Tanggamus sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 376.1 / tanggal 23
Maret 1992;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak
(talak bersyarat) terhadap penggugat sebagaimana buku kutipan akta nikah
tersebut

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di Batu Raja Betung Kecamatan Pematangsawa Kabupaten Tanggamus
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4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah
melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan dikaruniai 2
orang anak yang bernama :

1) Galih Prayoga umur 19 tahun

2) Inggil Prayoga umur 17 tahun
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun
sejak bulan Desember tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan;
6. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena
Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi
kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat
bekerja sendiri dan juga masih ditanggung separuhnya oleh orang tua Penggugat.
7. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena
Tergugat jarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa
memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan tidak mempunyai
penghasilan tetap
8. Bahwa Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta
anaknya yakni ia lebih memperhatikan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat
dan anaknya seperti dalam hal membeli pakaian, membeli alat kecantikan
sebagaimana layaknya istri atau juga membeli perabot rumah tangga yang
memang termasuk dalam kebutuhan primer
9. Bahwa Tergugat mempunyai sifat yang mudah emosi dan pernah mengancam
Tergugat mau membakar diri Tergugat dan mengancam dengan senjata tajam
10. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus belanjur dan
makin sering dengan sebab yang seperi yang dikemukakan diatas
11. Bahwa puncak perselisihan tersebut diatas terjadi pada bulan Desember 2015
karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama sejak saat
itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di
rumah kediaman orang tua Penggugat.
12. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah
diupayakan damai namun tidak berhasil
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat menganggap bahwa
rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sediakala dalam keadaan rukun
dan harmonis, oleh karena Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan
terbaik
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini.
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Berdasarkan alasan atau dalil — dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Tanggamus Cg. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1) Mengabulkan gugatan Penggugat
2) Menjatuhkan Talak Satu ba’in sugra Tergugat terhadap Penggugat

3) Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah,
meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan
oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar
dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,
selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang terhadap isinya Penggugat
menyatakan menyatakan tetap pada gugatan dan tidak ada perubahan atau tambahan
apapun;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
bukti-bukti surat sebagai berikut :

a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor
470/79/16.2006/2019, yang dikeluarkan oleh kepala pekon betung kecamatan
Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus tertanggal 03 Mei 2019, yang telah
dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat
tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1)
dengan tinta warna hitam;

b. Fotokopi Akta Nikah Nomor 376/23/111/1999 atas nama Penggugat dan Tergugat,
yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat
bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda
(P-2) dengan tinta warna hitam;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi
sebagai berikut:

1.--mmmmmmm Xxxxxxxx bin xxxxxx, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara
sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri,

karena Saksi saudara ipar Penggugat;
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- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah
kediaman bersama di Pekon Batu Reja Betung Kecamatan Pematangsawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai orang 2 orang anak
yang bernama Galih Prayoga umur 19 tahun dan inggil Prayoga ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung
pertengkaran Penggugat dan Tergugat ,namun mengetahuinya dari cerita
Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bekerja
sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak,
dan Tergugat mempunyai wanita lain;
- Bahwa biaya rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat tinggal bersama Saksi dan
orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama
hingga sekarang sudah berjalan selama 4 tahun lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun
tidak berhasil;

2. - Xxxxxxxx bin xxxxxx, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara

sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena
saksi paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah
kediaman bersama di Pekon Batu Reja Betung Kecamatan Pematangsawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai orang 2 orang anak
yang bernama Galih Prayoga umur 19 tahun dan inggil Prayoga ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung
pertengkaran Penggugat dan Tergugat ,namun mengetahuinya dari cerita
Penggugat kepada saksi;
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- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bekerja
sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak,
dan Tergugat mempunyai wanita lain;

- Bahwa biaya rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat

sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat tinggal bersama orang tua

Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama hingga

sekarang sudah berjalan selama 4 tahun lamanya;

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah

tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;

- Bahwa pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun

tidak berhasil,

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu
apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara

persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti
diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang
berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan , Kabupaten dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan
gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan
Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan
untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa
bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang dikeluarkan
pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil,
sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna
(volledeg) dan mengikat (bindende). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti
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P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula
dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40
dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1
huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal
49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus
berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan akta autentik dan
telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para
saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan
yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan
dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa
alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut
sebagaimana ketentuan pasal 145 Rbg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat
diproses dan dijatuhkan putusan secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar
Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz Il halaman 55 yang diambil alih
menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: “Apabila ia enggan, bersembunyi
atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan
menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan
Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintan Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak
berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang
kewajiban bagi para pihak untuk menempuh proses mediasi, namun oleh karena
Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk
dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan Tergugat egois dan lebih mementingkan kebutuhan sendiri dan kurang

memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak mereka berdua;
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Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak datang
menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian ini termasuk perkara
khusus (Lex Specialis) dan untuk melepaskan ikatan perkawinan tersebut tidak hanya
semata-mata berdasarkan pengakuan saja, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat
bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti
sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama »ooxx bin xxx
dan xXxxxxx bin XxXxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk adalah
sebagai conditio sine quanon, dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam
perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) yang merupakan akta autentik dan
telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para
saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan
yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan
dengan perkara ini (persona standi in judicio) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama xxxx
bin o000k dan xxxxxx binxxxxx, kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan
sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan
hukum yang berlaku (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan
Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.),
maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar
keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah
memberikan keterangan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya
mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 4 tahun lebih sedangkan
mengenai pertengkaran maupun sebabnya hingga mengakibatkan pisah tempat antara
Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan cerita Penggugat (de auditu);

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut
hanya menjelaskan keadaan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak
Desember 2015 yang pada dasarnya adalah akibat hukum (rechts gevolg) dari

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tanpa terlebih dahulu
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mengetahui adanya sebab-sebab hukum (vreem de ooezaak) timbulnya perselisihan
da pertengkaran tersebut, namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi mahkamah Agung Nomor :
229/K/AG/2003, keterangan saksi-saksi yang demikian secara materiil tetap
mempunyai nilai hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan
syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di
dalamnya bersifat bebas (vrij bewijs kracht). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan
309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat
bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat
menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 dan P.2
serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah
dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

----Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;

—————— Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah Tanggal 23 Maret 1992
telah dikaruniani 2 orang anak bernama :

1. Galih Prayoga, umur 19 tahun

2. Inggil Prayoga, umur 17 tahun
------------------ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang
memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat telah mempunyai wanita
idaman lain
-Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih
kurang 4 tahun lamanya serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya
sebagai suami-istri;

----- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

--Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk
dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya,
dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai
pada kondisi pecah (broken marriage) yang sudah sangat sukar untuk
disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah
tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974;
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Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun
oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim
memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena kalaupun rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi
Penggugat yang sudah 4 tahun berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan
harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sedangkan
upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, dan tidak ada harapan lagi
untuk dapat membina rumah tangga dengan baik seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh
Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan
pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Figh Sunnah Juz Il halaman
248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: “Jika tuduhan
di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami,
sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami
yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh

dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka
gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugro
Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta

dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di

persidangan tidak hadir;
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2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (xxxxx binxxxx) terhadap Penggugat
(xxxxxx binti xxxxxx);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
506.000,- (lima ratus enam ribu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal
1440 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari Drs.
M. lhsan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.l. dan Achmad
Iftauddin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Elpina, S.Ag.
sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

t.t.d.
Drs. M. lhsan, M.H.
HAKIM ANGGOTA,

t.t.d. t.t.d.
Ade Ahmad Hanif, S.H.l. Achmad Iftauddin, S.Ag.
PANITERA PENGGANTI,
t.t.d.

Elpina, S.Ag.
Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp.  30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Rp.  50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 400.000,-
4. PNBP Biaya Panggilan Rp.  10.000,-
5. Biaya redaksi Rp.  10.000,-
6. Biaya materai Rp. 6.000,-

JUMLAH Rp. 506.000,-

(lima ratus enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No 0307/Pdt.G/2019 /PA.Tgm

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



